






Perumahannmerupakan kebutuhan dasar manusiandan mempunyai peranan 
yangnsangat strategis dalamnpembentukan watak sertankepribadian bangsandan 
perlundibina dan dikembangkannserta demi kelangsungan kehidupan dan 
penghidupannmasyarakat. Perumahanndi tengah kota merupakan kebutuhan 
mutlaknbagi mereka yang menginginkannkepraktisan. Setiap orang pasti 
mendambakannuntuk memiliki rumah, karena rumahnmerupakan salah satu 
kebutuhanndasar yang berpengaruh dalamnpembentukan watak sertankepribadian 
bangsa. Perumahannadalah yang berfungsinsebagai hunian tempatntinggal atau 
lingkungannhunian yang dilengkapindengan sarana dan prasarananlingkungan. 
Perumahannmerupakan salah satu kebutuhanndasar manusia. Namun bagi 
sebagiannbesar masyarakat Indonesia, katan „rumah‟ menjadi sebutannyang 
teramatnmahal seperti halnya bahan materialnya yang sekarang ini semakin naik, 
padahalnrumah adalah bangunanndasar, fundamental dannsekaligus menjadi 
prasyaratnbagi setiap orang untuknbertahan dan hidup sertanmenikmati kehidupan 
bermartabat, damai, amanndan nyaman. Taknberlebihan, haknatas perumahan 
menjadinvariabel penting dannmenjadi sebuah haknindependen atau haknyang 
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Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk 
memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan 
mutunlingkungan kehidupan, memberinarah pada pertumbuhan wilayah, 
memperluasnlapangan kerja sertanmenggerakkan kegiatannekonomi dalam rangka 
peningkatanndan pemerataan kesejahteraannrakyat. Oleh karena itunupaya 
pembangunannperumahan dan pemukimannterus ditingkatkan untuknmenyediakan 
jumlahnperumahan yang makinnbanyak dan dengan harganyang terjangkau. 
Dengannbanyaknya pembangunannperumahan tersebut, diharapkan dapat 
memenuhinkebutuhan rakyat Indonesiandalam usahanya memilikintempat hunian 
ataunrumah. Tetapinkenyataannya masih banyaknrakyat yang tidak mampu 
membelinrumah secara tunai. Menyikapinhal tersebut, banyak pengembang 
perumahannyang memberikan pelayananndengan menjual rumah yang 
dibangunnyandengan angsuran ataunsecara kredit.
2
 n 
Haknrakyat atas perumahanndalam disiplin Hak AsasinManusia (HAM) 
seringkalindipersamakan dengannhak rakyat atas tempatnuntuk hidup. Karena hak 
ininberkaitan dengan hidupnseseorang, maka rumahndalam pengertian ini 
mencakupnmakna perumahan yangnmemadai (adequate housing). Kata 
„memadai‟ ininmenjadi penting untuknmembedakan pendefinisiannkata „rumah‟ 
menjadintidak sekedar sebentuknbangunan persegi empatnyang punya atap. Dari 
standarninternasional HaknAsasi Manusia, kita dapatnmenggunakan makna 
rumahnyang memadai, yakninketersediaan pelayanan, material, fasilitasndan 
infrastruktur. Memadainjuga mengandungnmakna adanya pemenuhannprinsip-
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prinsip sepertinaffordability (keterjangkauan), habitability (kelayakan), 
accessibilityn (kecepatan). Pemenuhan haknrakyat atas perumahanndi Indonesia 
diaturndalam Undang-UndangnNomor 4 Tahun 1992 TentangnPerumahan dan 
Permukiman, yakninpada Bab III Pasal 5nayat (1) bahwa; “Setiap warganNegara 
mempunyainhak untuk menikmatindan/atau memiliki rumahnyang layak dalam 
lingkungannyang sehat, aman, serasindan teratur”.
3
 n 
Tujuannpembangunan perumahannadalah untuk menekankannpada 
pentingnyanlingkungan sehat sertanterpenuhinya kebutuhan akannsarana 
kehidupannyang memberi rasanaman, damai, tentramndan sejahtera. Tujuannitu 
menjadinharapan ideal darinsetiap individu konsumennperumahan. Problemanya 
kapasitasnsetiap individu sangatnterbatas untuk memperoleh rumahntinggal yang 
sesuaindengan harapannmereka, baik dilihatndari standar konstruksi, fasilitas 
sosial, standarnkesehatan dannsarana lingkungan yangnmemadai. Membebaskan 
kewajiban penyediaan perumahan hanya kepada Pemerintah semata tidaklah 
realistis, karena kewajiban tersebut tidak hanya menjadi beban tanggung jawab 
pemerintah saja tetapi juga masyarakat dalam hal ini pengusaha / pengembang/ 
developer dan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama 
antara pihak pengembang (developer), perbankan dan Pemerintah. Sehingga dari 
sini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pemerataan pembangunan, 
khususnya dalam bidang perumahan.
4
 
Memangntelah ada politicalnwill (kemauan) darinpemerintah untuk 
menyediakannperumahan, terutamanditujukan kepada masyarakatnberpenghasilan 
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rendahnmelalui pembangunan perumahannoleh Perum Perumnas, bahkannGBHN 
mengamanatkan perlunya pemerataan kebutuhan rakyat dibidang perumahan. 
Namunndemikian, laju kebutuhannmasyarakat akannperumahan, seiringndengan 
pembentukannkeluarga-keluarga baru, jauhnmelebihi kemampuannPemerintah.
5
 
Berdasarkan data statistik Kabupaten Jepara 2016 sampai 2017, bahwa jumlah 
penduduk di Kabupaten Jepara sekitar 777.437 jiwa, yang terdiri dari 383.508 
laki-laki dan 393 929 wanita dengannlaju pertumbuhannpenduduk rata-rata 
sebesar 1% pertahun.
6
 Dinsamping letaknya begitunkecil Jepara sangatnberperan 
meningkatkannindustri sektor perumahan. Wilayahnyang sebelumnya tidak 
banyaknterjamah modernisasi infrastruktur, kininmenjadi sasaran berbagai 




Berdasarkannsurvei properti yangndilakukan oleh BanknIndonesia pada 
Tahunn2016-2017 terhadapnrealisasi komulatif pembangunannperumahan oleh 
pengembangnswasta melalui KPR BTNnmenunjukkan bahwanpembangunan 
perumahanndi wilayah ininterus terjadi peningkatan, begitupun realisasi kumulatif 
nilainpenjualan rumah yangndibangun oleh pengembangn (developer). Darinhasil 
survei berdasarkanntipe rumah, disebutkannpenjualan tipe rumahnmenengah (tipe 
36) naiknpaling tinggi 38,11%, dibandingntipe paling kecil (tipe 21) dan tipe 
besar (tipe 45).  Rumahntipe kecil (tipe 21) naik 25,29% dannrumah besar (tipe 
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45) naik 14,89%. Hasilnsurvei juga memperlihatkanntrend peningkatan 
kebutuhannperumahan masih akan berlanjutndi tahun 2017, denganntipe rumah 
kecilnyang diperkirakannmeningkat paling tinggi. Pembeliannrumah dengan cara 
kreditnmelalui pengembang perumahanndipercaya masih menjadinfavorit, hanya 
7,9% konsumennyang membeli rumahndalam bentuk hard cash (kontan). 
Kenyataannini semakin menunjukkanntingginya tingkatnkebutuhan masyarakat 




Kontraknatau perjanjian merupakanninstrumen penting dalamnkehidupan 
manusianuntuk mengawal segalankegiatan bisnisnya taknterkecuali dalam 
pembiayaan. Seiringndengan perkembangannbisnis semakin meningkatnsehingga 
menuntutnpihak lembagankeuangan menggunaannmodel kontrak yangnsimpel, 
efisien, dannmampu menampungnkepentingan paranpelaku bisnis melalui kontrak 
baku (standardncontract).
9
 Jual belinrumah antara pengembangndengan pembeli 
dimulaindengan penandatanganan perjanjiannjual beli. Perjanjian jual beli 
tersebutnterjadi atas dasar asasnkebebasan berkontrak. Kebebasannberkontrak 
adalahnadanya kebebasannseluas-luasnya yang olehnundang-undang diberikan 
kepadanmasyarakat untuk mengadakannperjanjian tentang apansaja, asalkan tidak 
bertentanganndengan peraturannperundang-undangan, kepatutan, dannketertiban 
umum. Ketentuannmengenai asas kebebasannberkontrak termuat dalamnPasal 
1338 KUH Perdatanyang menyatakannbahwa : 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 
bagi mereka yang membuatnya” 
 
Pasalntersebut seolah-olah membuatnsuatu pernyataan bahwankita 
diperbolehkannmembuat perjanjiannapa saja dan itu akannmengikat kita 
sebagaimananmengikatnya undang-undang. Istilahn “semua” dalam Pasaln1338 
KUHnPerdata terkandung asasnpartij autonomie (otonominpartai), freedom of 
contractn (kebebasan berkontrak), beginselnvan de contractnvrijheid (prinsip 
kebebasannberkontrak), menyerahkannsepenuhnya kepada paranpihak mengenai 
isinmaupun bentuknperjanjian yangnakan mereka buat, termasuknpenuangan ke 
dalamnbentuk standart contract (Perjanjiannbaku). Adanyankontrak baku ini 
seolah-olahnbertentangan dengan asasnkebebasan berkontrak karenandalam 
kontraknbaku ini dibuat secaransepihak.
10
 
Perjanjiannbaku adalah perjanjiannyang hampir seluruhnklausul-klausulnya 
sudahndibakukan oleh pemakainyandan pihak yang lainnpada dasarnya tidak 
mempunyainpeluang untuk merundingkannatau memintanperubahan. Klausula 
bakunadalah setiap aturan ataunketentuan dan syarat-syarat yangntelah 
dipersiapkanndan ditetapkan terlebihndahulu secara sepihak olehnpelaku usaha 
yangndituangkan dalamnsuatu dokumen dan /ataunperjanjian yangnmengikat dan 
wajibndipenuhi oleh konsumen, klausulanbaku aturannsepihak yangndicantumkan 
dalamnkwitansi, faktur /bon, perjanjiannatau dokumen lainnyandalam transaksi 
jualnbeli tidak boleh merugikannkonsumen.
11
 Pengertiannperjanjian terdapat 
dalamnPasal 1313 KUHnPerdata, yangnisinya sebagainberikut : 
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“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau lebih” 
Perjanjian yangndimaksud diatas adalahnpengertian perjanjiannyang dalam 
artinmasih sangatnluas, karena pengertianntersebut hanya mengenainperjanjian 
sepihakndan tidak menyangkutnmengikatnya keduanbelah pihak. Perjanjian 
hendaknyanmenyebutkan bahwankedua belah pihak harusnsaling mengikat, 
sehinggantimbul suatu hubungannhukum diantara para pihak. Perjanjian yangndi 
buatnoleh paranpihak berlaku sebagainUndang-Undang bila terjadinpelanggaran 
isinperjanjian. Sedangkannpengertian Jual belinterdapat dalamnPasal 1457 KUH 
Perdata yang berbunyi ; 
“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan  mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 
Dapatndisimpulkan bahwa jualnbeli merupakan suatunbentuk perjanjian 
yangnmelahirkan kewajiban ataunperikatan untuk memberikannsesuatu, yang 
dalamnhal ini terwujud dalamnbentuk penyerahan kebendaannyang dijualnoleh 
penjual, dannpenyerahan uangnoleh pembeli kepadanpenjual.
12
 Jualnbeli dengan 
pembayarannkredit sama sekali tidakndiatur dalam KUH Perdatanyang berlaku di 
Indonesia. Namunndalam praktiknyanmasih banyak dijumpainpersetujuan yang 
berbentuknjual beli secara angsuran/kredit. n 
Pemenuhannkebutuhan perumahannbukan tanpa kendala, karenankonsumen 
yangnkeberadaannya tidak terbatas, dengannstrata yang sangatnbervariasi 
menyebabkannpengembang melakukan kegiatannpemasaran dan distribusi produk 
barangnatau jasa dengan cara-cara seefektifnmungkin agar dapatnmencapai 
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konsumennyang majemuk. Untuknitu, berbagai cara pendekatanndiupayakan 
sehingganmungkin menimbulkan berbagaindampak, termasuk yang menjurus 
padantindakannyang bersifat negatifnbahkan tidaknterpuji. Dampaknnegatif yang 
lazimnterjadi, antara lainnmenyangkut kualitasnbarang yang tidak sesuaindengan 
RABn(Rencana  Anggaran Biaya), informasintidak jelas, dannsebagainya. 
Meluasnya kasusnperumahan pada dasarnyandiawali dengannketidaksesuaian 
antaranapa yang tercantum dalamnbrosur dengan realitanyang diterimankonsumen 
saatnmembeli rumahntersebut. Sepertinkualitas spesifikasinteknis rumah yang 
rendah, perbedaannluas tanah, keterlambatannpenyerahan bangunan, masalah 
fasilitasnsosial dan umum, dannsebagainya. Yusuf Shofienmengatakan bahwa 
pemasarannyang dilakukan developer sangatntendensius, sehingga tidaknjarang 
informasinyang disampaikan itu nternyata menyesatkann(misleading information) 
atauntidak benar, padahalnkonsumen sudahnterlanjur menandatangani Perjanjian 
PengikatannJual Beli (PPJB) dengannpengembang, atau bahkannsudah akad 
kreditndengan Bank pemberi kreditnpemilikan rumah. Keadaanninilah yang 
menjadinlatar belakang diciptakannyankredit pemilikan rumah (KPR) dimana  
tujuannpemberian  KPR adalahnmembeli sebuah rumahndan tanahnya 




Semakin menjamurnya pengusaha developer di Kabupaten Jepara 
menunjukan bahwa meningkatnya bisnis properti yang terjadi di Jepara. Ahmad 
Makruf Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, menjelaskan bahwa tidak kurang dari 103 
developer baik berbentuk CV maupun PT yang terdaftar di inas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara alasan bisnis properti 
menjamur di Jepara dikarenakan saat ini dunia bisnis sedang mengalami kelesuan 
pasar modal yang penuh ketidakpastian. Karena itulah bisnis investasi jangka 
menengah dan panjang seperti properti menjadi alternatif. Bisnis properti masih 
menjanjikan minimal margin bersih 20% per tahun untuk pemilik properti. Selain 
menjanjikan keuntungan bagi pemilik properti, bisnis properti menjadi semakin 
marak karena kebijakan perbankan mendukung untuk investasi dalam sektor ini. 
“Bank swasta ramai-ramai memberikan KPR untuk semua kelas investasi, jadi 
para pemodal menjadi mudah menjual proyek properti tersebut,”. Dalam lima 
tahun terakhir Jepara menjadi tujuan investasi properti, setelah pasar Jakarta dan 
Bali mulai jenuh. “Pilihan ini dikarenakan Jepara memiliki „magnet bagi investor 
property‟ karena Jepara dinilai aman, nyaman, dan lokasi untuk perubahan masih 
terbuka. Demikian halnya izin properti hotel dan apartemen lima tahun terakhir 
sangat longgar,”. CV. Kurnia Jepara dipilih sebagai responden karena sudah 
berpengalaman membangun rumah sejak 10 tahun terakhir. 
Perjanjiannjual beli rumahnantara konsumen dengan pengembang 
(developer) dinKabupaten Jepara pada umumnyanpara pengembangnmemberikan 
pelayanannkepada pembeli yangntidak mampu membayarnkontan dalam 
pembeliannrumah, dengannmembayar secara kreditndan si pembeli harus 
memberikannjaminan kepada developernsupaya rumah yang akanndibeli tidak 




harganbelum lunas, makanpembeli menjadi penyewanterlebih dahulu. 
Hargansewa sebenarnyanmerupakan angsurannatas harga rumah tersebutndalam 
halnini rumah beserta tanahndibebankan utang atau dengannkata lain dikenal 
dengannistilah pinjaman hipotek. Penerapannpinjam hipotek darindeveloper 
kemudianndialihkan kepada banknyang berjasa pada pembiayaannkredit 
perumahanntersebut hal ini tentunyanmemberikan kesempatan baginmasyarakat 
agarndapat mempunyai rumahnpribadi sendiri, danndiharapkan dapatnmembantu 
merealisasikannprogram Pemerintah dalam hal perumahan rakyat bagi masyarakat 
Indonesia.
14
 Disisinlain pembeli dalamnhal ini cukup terbantundengan adanya 
pembiayaannkredit perumahan rakyat (KPR) dalamnhal membeli rumahndengan 
carankredit dan tidak memberatkannbagi pembeli, sehingganpembeli dapat 




Perjanjiannjual beli rumah antarandeveloper di Jepara dengannpembeli 
adalahndidasarkan pada perjanjiannyang dibuat secara sepihak olehnpengembang, 
denganndemikian pihak pembeli tidaknmempunyai kewenangan untuknmerubah 
maupunnmengusulkan isi dari perjanjianntersebut. Secara tradisional suatu 
perjanjiannterjadi berlandaskan asasnkebebasan berkontrak di antarandua pihak 
yangnmempunyai kedudukan yang salingnseimbang dan keduanbelah pihak 
berusahanuntuk mencapai kesepakatan yangndiperlukan bagi terjadinyanperjanjian 
itunmelalui suatu prosesnnegosiasi di antaranmereka. Kesepakatannmerupakan 
unsurnmutlak dalam suatunperjanjian, kesepakatannialah tercapainyanpenyesuaian 
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kehendaknartinya apa yang diinginkannpihak yang satu dikehendakinpula oleh 
pihaknyang lain dalam kebalikannya, namunnyang paling pentingnadalah adanya 
penawaranndan penerimaannatas penawaran tesebut. Keduankehendak ini bertemu 
dalamn “sepakat” diantaranmereka yang membuat suatunperjanjian, dan inilah 
yangntidak terjadi dalamnperjanjian baku antarandeveloper di Jepara dengan 
pembeli, sehingganpenulis ingin meneliti klausula-klausula bakunperjanjian jual 
belinrumah antara developer di Jeparandalam memenuhi asas kebebasan 
berkontrak. Dalamnpraktiknya pemakaian perjanjiannbaku ini telah meluas 
dikalanganndeveloper. Perjanjian bakuntumbuh sebagai perjanjian tertulis 
berbentuknformulir yang telah disediakan terlebihndahulu secara massal. Kondisi 
ininmenimbulkan pertanyaan tentangnkeabsahan dari perjanjian jual belintersebut, 
mengingatnsalah satu syarat sahnya perjanjiannsebagaimana diatur dalam Pasal 
1320 KUH Perdatanadalah adanya kesepakatannantara pihak yanag berjanji. 
Sepakatnyang dimaksud adalah kesepakatanntanpa adanya tekanan darinpihak 
manapun, darindasar tersebut Penulis juga menelitintentang keseimbangan hak dan 
kewajibannantara penjual dan pembelindalam jual beli rumah denganndeveloper di 
Jepara berkaitanndengan asas kebebasan berkontraknpada perjanjian baku dalam 
hal ininpeneliti akan membandingkannperjanjian jual beli dalam bentuknperjanjian 
bakunyang dibuat oleh CV. Kurnia Jepara, CV. MiraldanPratiwi, dan PT. Gapura 
PurinRaya sebagai developer di KabupatennJepara dalam memberikan upaya 
perlindungannkepada konsumen sebagai pembelinperumahan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kiranya diadakan penelitian dengan 




dengan Pengembang (developer) Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 
dalam Bidang Perumahan di Kabupaten Jepara” 
B. Perumusan Masalah 
Berangkat dari uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan 
yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjiannjual beli 
rumahnantara konsumen dengan developer sebagainupaya perlindungan 
konsumenndalam bidang perumahanndi Kabupaten Jeparan? 
2. Bagaimana perbandingan hak dan kewajiban para pihak terhadap 
perjanjiannjual beli rumah antarankonsumen denganndeveloper sebagai 
upayanperlindungan konsumenndalam bidang perumahan di Kabupaten 
Jepara ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjiannjual 
beli rumahnantara konsumen dengan developer sebagainupaya 
perlindungannkonsumen dalamnbidang perumahan di Kabupaten Jepara. 
2. Untuknmengetahui perbandingan pengaturan hak dan kewajiban para 
pihak terhadap perjanjiannjual beli rumah antarankonsumen dengan 
developernsebagai upaya perlindungannkonsumen dalam bidang 





D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian mengenai studi komparatif perjanjiannjual beli rumah antara 
konsumenndengan pengembang (developer) sebagainupaya perlindungan 
konsumenndalam bidang perumahanndi Kabupaten Jepara inindiharapkan dapat 
memberinmanfaat atau kegunaannsecara teoritis dan praktis. n 
1. KegunaannTeoritis 
Diharapkannhasil penelitian inindapat memberikannsumbangan pada 
pengembanganndan kemajuan di bidangnIlmu Pengetahuannkhususnya 
IlmunHukum Perdata. n 
2. KegunaannPraktis 
Diharapkannhasil penelitian inindapat memberikan sumbangan 
pemikiran, terutamankepada Pemerintah dannmasyarakat dalam halnjual 
belinrumah. n 
a. Baginpemerintah, diharapkannhasil penelitian ini dapat 
memberikannsumbangan pemikiran IlmunHukum khususnya 
dalamnperjanjian jual beli rumahnantara konsumen dengan 
pengembang (developer) di KabupatennJepara sebagai upaya 
perlindungannkonsumen dalamnbidangnperumahan.  
b. Baginmasyarakat, diharapkan hasilnpenelitian ini dapat 
memberikannIlmu Pengetahuan tentangnperlindungan konsumen 
terhadapnperjanjian jual beli rumahnantara konsumen dengan 






Untuknmempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini 
dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan 
BAB V, yaitu sebagai berikut : 
BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan 
mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna 
untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan studi komparatif 
perjanjiannjual beli rumah antarankonsumen dengan pengembang 
(developer) sebagainupaya perlindungan konsumen dalamnbidang 
perumahanndi Kabupaten Jepara” yaitu antara lain mengenai Tinjauan 
tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Umum 
Perlindungan Konsumen. 
BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, 
metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta 
metode analisis data. 
BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai hak dan kewajiban para 
pihak dalam perjanjiannjual beli rumahnantara konsumen dengan 
developernsebagai upaya perlindungannkonsumen dalam bidang 




pihak terhadap perjanjiannjual beli rumahnantara konsumen dengan 
developernsebagai upaya perlindungannkonsumen dalam bidang 
perumahanndi Kabupaten Jepara. N 
BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian tentang “studi komparatif 
perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan pengembang 
(developer) sebagai upaya perlindungan konsumen dalam bidang 
perumahan di Kabupaten Jepara” 
